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ABSTRAK 
Tulisan ini dengan identifikasi masalah, Aspek hukum apa saja yang timbul dalam penerapan 
konsep Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG)dan bagaimana 
penerapan instruksi gubernur tersebut dalam ruang lingkup SKPD di Badan Pemberdayaan 
Perempuan dan Keluarga Berencana Daerah, Dinas Pendidikan Daerah, dan Dinas Kesehatan 
Daerah Sulteng. 
Tulisan ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian normatif. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa, Pertama, perbedaan gender sesungguhnya tidak menjadi masalah 
sepanjang tidak melahirkan ketidakadilan gender. Namun yang menjadi persoalan, ternyata 
perbedaan gender telah melahirkan berbagai ketidakadilan, baik bagi laki-laki maupun 
perempuan. Berkaitan dengan itulah pada pembangunan di negaraa terjadi kesenjangan. 
Kedua, dalam penerapan konsep perencaanaan dan penganggaran yang responsif gender dapat 
dilihat pada analisis gender yang dilakukan pada setiap tahapan proses pembangunan baik 
dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dari seluruh kebijakan 
program, proyek, dan kegiatan yang dilakukan. Strategi pengarusutamaan gender bukanlah 
sebuah tujuan, tetapi semata alat untuk mencapai kesetaraan gender. Titik krusial dalam konsep 
ini, adanya penyusunan program pembangunan yang melibatkan kesetaraan gender. Untuk 
penerapan instruksi gubernur di ruang lingkup 3 SKPD masih dalam tahap pelaksanaan agar 
responsif. 
 
Kata Kunci : Pengarusutamaan Gender, Kesetaraan Gender, dan Pernyataan Belanja Gender 
 
I. PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
 Istilah gender memang bukan kata-kata 
yang asing lagi, namun yang perlu dicermati 
di sini ialah dapat diartikan bahwa sebenarnya 
tidak ada perbedaan yang sangat signifikan 
atau besar antara laki-laki dan perempuan 
dalam kehidupan di dunia ini. Dalam istilah 
gender pastinya sering mendengar adanya 
indikasi ketidakadilan antara laki-laki dan 
perempuan, makanya perempuan sering sekali 
diposisikan nomor dua. Dalam hirarki 
perbedaan ini ketidaksetaraan menjadi bagian 
yang kasat mata dimana eksistensi kaum laki-
laki selalu diprioritaskan. 
 Perjuangan kesetaraan gender adalah 
terkait dengan kesetaraan sosial antara laki-
laki dan perempuan, dilandaskan kepada 
pengakuan bahwa ketidaksetaraan gender 
yang disebabkan oleh diskriminasi struktural 
dan kelembagaan. Perbedaan hakiki yang 
menyangkut jenis kelamin tidak dapat 
diganggu gugat (misalnya secara biologis 
wanita mengandung), perbedaan peran gender 
dapat diubah karena bertumpu pada faktor-
faktor sosial dan sejarah.
1
 
 Perbedaan gender sesungguhnya tidak 
menjadi masalah sepanjang tidak melahirkan 
ketidakadilan gender. Namun yang menjadi 
persoalan, ternyata perbedaan gender telah 
melahirkan berbagai ketidakadilan, baik bagi 
laki-laki maupun perempuan. Berkaitan 
dengan itulah pada pembangunan di negaraa 
terjadi kesenjangan. 
 Pembangunan pada hakekatnya 
merupakan proses berkelanjutan yang 
dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas 
hidup dan kehidupan. Penjaminan mutu 
kehidupan secara adil bagi seluruh rakyat, 
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memiliki landasan hukum yang kuat seperti 
dikemukan dalam Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia (UUDNRI) Tahun 
1945. Begitu pula dalam penganggaran, 
diperlukannya perencanaan yang sikron 
dengan hal-hal penunjang kegiatan. Dengan 
menggunakan pendekatan perencanaan 
pembangunan dalam pemerintah, pastinya 
harus diserasikan dengan perencanaan 
menurut jenjang pemerintahan dari bawah ke 
atas. Pelibatan semua pihak yang 
berkepentingan (stake holders) terhadap 
pembangunan merupakan partisipasi positif 
untuk mendukung kegiatan-kegiatan yang 
direncanakan. 
 Salah satu konsep yang dicanangkan 
pemerintah yakni Perencanaan dan 
Penganggaran yang Responsif Gender 
(PPRG). Konsep tersebut adalah serangkaian 
cara dan pendekatan untuk mengintegritaskan 
gender di dalam proses perencanaan dan 
penganggaran. Perencanaan yang responsif 
adalah perencanaan untuk mencapai 
kesetaraan dan keadilan gender, yang 
dilakukan melalui pengintegrasian 
pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan 
penyelesaian permasalahan perempuan dan 
laki-laki. Sementara anggaran yang responsif 
gender adalah penggunaan atau pemanfaatan 
anggaran yang berasal dari berbagai sumber 
pendanaan untuk mencapai kesetaraan dan 
keadilan gender. Perencanaan yang responsif 
gender dilakukan dengan memasukkan 
perbedaan pengalaman, aspirasi, kebutuhan 
dan permasalahan perempuan dan laki-laki 
dalam proses penyusunan kebijakan dan 
program pembangunan daerah. Dengan begitu, 
bisa mempertajam analisa tentang kondisi 
daerah karena terpetakan kesenjangan dalam 
pembangunan. Akan tetapi, dalam penyusunan 
perencanaan tidak selalu berupa penambahan 
program baru dan biaya tambahan bilamana 
analisis gender diterapkan.
2
 
 Ada dua macam perlindungan hukum 
bagi rakyat, yaitu perlindungan hukum 
preventif dan represif. Pada perlindungan 
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hukum preventif, kepada rakyat diberikan 
kesempatan untuk mengajukan keberatan 
(inspraak) atau pendapatnya sebelum suatu 
keputusan pemerintah mendapat bentuk yang 
definitif. Artinya perlindungan hukum yang 
preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya 
sengketa, sedangkan sebaliknya perlindungan 
yang represif bertujuan untuk menyelesaikan 
sengketa. Perlindungan hukum yang preventif 
sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan 
yang didasarkan kepada kebebasan bertindak 
karena adanya perlindungan hukum yang 
preventif pemerintah terdorong untuk bersikap 
hati-hati dalam mengambil keputusan yang 
didasarkan pada diskresi.
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 Gender adalah pembedaan peran, 
atribut, sifat, sikap dan perilaku yang tumbuh 
dan berkembang dalam masyarakat. Dan 
peran gender terbagi menjadi peran produktif, 
peran reproduksi serta peran sosial 
kemasyarakatan.
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 Pengarusutamaan Gender (PUG) 
adalah strategi yang dibangun untuk 
mengintegrasikan gender menjadi satu 
dimensi integral dari perencanaan, 
penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan 
evaluasi atas kebijakan dan program 
pembangunan nasional.
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 Secara spesifik, PPRG juga merupakan 
bentuk implementasi dari Penganggaran 
Berbasis Kinerja (PBK) yang menjadi filosofi 
dasar sistem penganggaran di Indonesia 
dimana pengelolaan anggaran 
memperhitungkan komponen gender pada 
input, output, dan outcome pada perencanaan 
dan penganggaran, serta mengintergrasikan 
indikator keadilan (equity) sebagai indikator 
kinerja, setelah pertimbangan ekonomi, 
efisiensi, dan efektivitas. Dengan demikian, 
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Anggaran Responsif Gender (ARG) 
menguatkan secara signifikan kerangka 
penganggaran berbasis kinerja menjadi lebih 
berkeadilan. 
B. Rumusan Masalah 
 Dari uraian latar belakang yang telah 
dipaparkan di atas, ada beberapa hal yang 
penulis akan bahas dalam permasalahan yaitu 
sebagai berikut: 
1. Aspek hukum apa saja yang timbul 
dalam penerapan konsep Perencanaan 
dan Penganggaran yang Responsif 
Gender (PPRG) ? 
2. Bagaimana penerapan Instruksi 
Gubernur tersebut dalam ruang lingkup 
Satuan Perangkat Kerja Daerah 
(SKPD) di Badan Pemberdayaan 
Perempuan dan Keluarga Berencana 
Daerah, Dinas Pendidikan Daerah dan 
Dinas Kesehatan Daerah Sulteng ? 
 
II. PEMBAHASAN 
 Pentingnya perencanaan gender telah 
dinyatakan secara jelas dalam berbagai forum 
internasional. Bahkan telah disadari bahwa 
proses perencanaan yang netral atau buta 
gender telah mengalami kegagalan, baik di 
tingkat nasional maupun internasional. Oleh 
karena itu, perencanaan sensitif gender sangat 
penting.
6
 
 Salah satu alasan program harus 
memperhatikan isu gender adalah karena 
adanya ketimpangan gender yang perlu 
diperbaiki untuk menciptakan masyarakat 
sejahtera. Artinya, kita harus memanfaatkan 
secara maksimal potensi sumber daya manusia 
(baik laki-laki maupun perempuan) untuk 
kesejahteraan masyarakat tersebut. Selain itu, 
isu gender perlu diperhatikan demi 
menjunjung tinggi keadilan. 
 Tugas utama pemerintah adalah 
melayani masyarakat melalui pelayanan 
publik yang diberikan. Komitmen pemerintah 
dalam memberikan layanan kepada 
masyarakat bisa dilihat dari besaran alokasi 
dana yang ada pada Anggaran Perubahan 
Belanja Daerah (APBD) daerah tersebut. Pasal 
26 PP 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan 
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Keuangan Daerah menegaskan bahwa belanja 
daerah diprioritaskan untuk meningkatkan 
kualitas hidup masyarakat dan upaya 
pemenuhan kewajiban pemerintah daerah 
untuk menyediakan layanan dasar. Dengan 
demikian, jelas sudah bahwa muara dari setiap 
rupiah yang dikeluarkan dari dana APBD 
adalah untuk kepentingan masyarakat.
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 Berdasarkan Permendagri No 13 
Tahun 2006, struktur APBD terdiri dari tiga 
komponen utama, yaitu Pendapatan Daerah, 
Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah. 
Sumber-sumber pendapatan daerah berasal 
dari Pendapatan Asli Daerah (pajak daerah 
dan retribusi daerah), Dana Perimbangan (bagi 
hasil pajak, bagi hasil bukan pajak, DAU, 
DAK), dan lain-lain PAD yang sah. Belanja 
Daerah terdiri dari Belanja Langsung dan 
Belanja Tidak Langsung. Sedangkan 
Pembiayaan Daerah terdiri dari Penerimaan 
Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.
8
 
 Dengan analisis APBD, akan diketahui 
bagaimana selama ini dana publik 
dibelanjakan, siapa yang mendapatkan alokasi 
terbesar dan apakah kewajiban pemerintah 
sudah tertunaikan dengan baik. 
 Analisis APBD adalah metode untuk 
menilai 'wajah' APBD dengan mengaitkan 
antara isi APBD, fungsi yang dimiliki dengan 
realita yang terjadi. Analisis APBD 
berlandaskan pada hakikat anggaran, yaitu 
anggaran adalah uang rakyat dan harus 
dipergunakan untuk sebesar-besarnya 
kemakmuran rakyat dari segala lapisan dan 
kelompok. APBD berisi sederetan angka-
angka nominal, maka ketika menganalisi 
APBD, yang akan berkutat dengan angka-
angka tersebut.
9
 
 Ada dua jenis analisis, yaitu analisis 
umum dan analisis khusus. Analisis umum 
adalah analisis bagaimana melihar kinerja 
APBD secara keseluruhan. Analisis umum 
meliputi analisis terhadap penerimaan 
(pendapatan) dan analisis belanja APBD 
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secara keseluruhan. Sedangkan analisis khusus 
adalah analisis terhadap sektor, 
program/kegiatan maupun analisis 
berdasarkan perspektif gender.
10
 
3.1 Pengintegrasian Gender Dalam 
Dokumen Perencanaan dan 
Penganggaran 
 Perencanaan yang responsif gender 
adalah suatu pendekatan perencanaan yang 
mengakui adanya perbedaan peran laki-laki 
dengan perempuan dalam masyarakat, yang 
seringkali mendorong terjadinya perbedaaan 
kebutuhan diantara keduanya. Pendekatan ini 
menggunakan analisis gender, dan merupakan 
kegiatan perencanaan nyata, yang dirancang 
untuk mengoptimalkan pelaksanaan kebijakan 
atau proyek dalam kerangka gender. Siklus-
siklus dalam perencanaan, pelaksanaan hingga 
monitoring dan evaluasi harus memasukkan 
pandangan gender terhadap suatu analisis 
gender. 
 Sehubungan dengan hal itu Gubernur 
Sulawesi Tengah mengeluarkan Instruksi 
Gubernur Nomor: 188.54/207/Bappeda-
G.ST/2011 Tentang Implementasi Gender 
Budget Statement (Pernyataan Belanja 
Gender) Dalam RKA SKPD Di Jajaran 
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
11
 
 Para aktivis pembangunan yang 
langsung terjun ke tengah masyarakat akan 
melihat dengan jelas hubungan antara program 
dengan nilai-nilai gender yang berlaku di 
masyarakat. Nilai-nilai gender di masyarakat 
memunculkan perbedaan keterampilan dan 
pengalaman laki-laki dan perempuan karena 
perbedaan pekerjaan dan kegiatan mereka 
lakukan. Tanpa memperhatikan berbagai 
pembagian peran perempuan dan laki-laki, 
program akan kurang melibatkan dan 
memanfaatkan potensi masyarakat secara 
semestinya. Pengetahuan, keterampilan dan 
pengalaman perempuan dan laki-laki biasanya 
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 Laporan akhir pelaksanaan kegiatan fasilitas 
Instruksi Gubernur Nomor: 188.54/207/Bappeda-
G.ST/2011 tentang Implementasi Pernyataan Belanja 
Gender (Gendre Budget Statement) dalam RKA SKPD 
di Jajaran Pemerintahan Provinsi Sulawesi Tengah oleh 
Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga 
Berencana Provinsi Sulawesi Tengah, hlm. 2 
saling melengkapi, karena itu tidak bisa salah 
satunya dikesampingkan. 
 Mewujudkan perubahan-perubahan ini 
termasuk di dalamnya menciptakan kebijakan 
dan peraturan perundang-undangan yang 
menjamin perempuan dan laki-laki 
mempunyai akses terhadap sumber daya dan 
memperoleh manfaat pembangunan yang adil. 
Juga keduanya terwakili dalam struktur 
pembuatan keputusan masyarakat, serta 
tersedianya dukungan yang signifikan bagi 
perempuan untuk berpartisipasi di wilayah 
kerja yang selama ini diperuntukkan bagi laki-
laki. 
 Satu titik krusial dalam konsep ini, 
adanya pengakuan bahwa perempuan dan laki-
laki memang berbeda. Segala perbedaan 
antara laki-laki dengan perempuan akan sulit 
dihilangkan. Perbedaan ini hanya akan 
bermasalah jika mengakibatkan 
ketidaksetaraan gender.
12
 Artinya, konsep ini 
mengakui adanya peran perempuan untuk 
mengandung dan melahirkan anak adalah 
salah satu perbedaan antara laki-laki dengan 
perempuan. Ini tidak menjadi masalah 
sepanjang ada dukungan kepada perempuan 
untuk menjalankan peran strategis ini dan 
perempuan tetap memiliki kesempatan utnuk 
mengoptimalkan potensi yang ada pada 
dirinya. Misalnya ada dukungan suami untuk 
merawat/memelihara anak dan transportasi 
nyaman, tidak ada ancaman dipecat dari 
pekerjaan karena cuti melahirkan, dan 
sebagainya. Untuk mengatasi masalah ini, 
diperlukan perubahan paradigma mengenai 
definisi kerja. Yang dibayar (sektor produksi) 
maupun yang tidak dibayar (sektor rumah 
tangga) sama pentingnya. Pemerintah 
diharapkan perannya secara optimal sebagai 
pelayan masyarakat dengan membantu 
meringankan beban ganda yang dialami 
perempuan dalam bentuk penyediaan sarana 
dan prasarana serta fasilitas pelayanan publik 
yang memadai sebagi bentuk pemenuhan 
kebutuhan praktis gender dalam bentuk 
penghargaan terhadap kerja ekonomi 
pemeliharaan rumah tangga yang dilakukan 
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perempuan. Pada saat yang bersamaan, alokasi 
anggaran juga harus menjangkau pemenuhan 
kebutuhan strategis gender dalam bentuk 
kebijakan/program yang terkait dengan 
perubahan subordinasi perempuan terhadap 
laki-laki. 
 Agar strategi pengarusutamaan gender 
bisa diimplementasikan, maka dibutuhkan 
mekanisme pendukung sebagai berikut : 
a. Focal Point, yaitu orang di 
pemerintahan yang memiliki komitmen 
terhadap isu kesetaraan gender dan 
menjadi sumber informasi bagi 
pengawal lainnya. 
b. data terpilah, terutama data-data yang 
sudah dibuat terpilah antara laki-laki 
dan perempuan. 
c. Lembaga yang peduli dan mempunyai 
mandat terhadap upaya 
pengarusutamaan gender. Misalnya 
organisasi perempuan, LSM maupun 
perkumpulan. 
d. Anggaran, sebagai sarana 
pengimplementasian strategi 
pengarusutamaan gender yang telah 
disusun. 
3.2 Pengintegrasian Gender dalam 
Dokumen Pelaksanaan Kegiatan 
dan Pertanggungjawaban 
 Salah satu titik tolak implementasi 
strategi pengarusutamaan gender dalam 
penyusunan program pembangunan adalah 
memahami adanya kebutuhan yang berbeda 
antara laki-laki dengan perempuan. 
 Namun, selain alasan mendasar di atas 
ada sejumlah alasan praktis mengenagi 
pentingnya memperhatikan isu gender dalam 
pengembangan program. Setiap program 
seringkali memiliki dampak pada 
permasalahan gender. Sebagai wujud rasa 
tanggung jawab. Semestinya 
mempertimbangkan dan memperhatikan agar 
pengaruh yang terjadi adalah pengaruh positif 
(melemahkan ketimpangan), bukan pengaruh 
negatif (memperkuat ketimpangan). 
 Melakukan proses perencanaan dan 
penganggaran agar responsif gender, yang 
pertama-tama harus dilakukan adalah 
menganalisis adanya isu kesenjangan gender 
dalam output kegiatan. Pada proses ini 
diperlukan piranti untuk melakukan analisis 
gender. 
Tahap analisis gender dalam proses PPRG 
dapat menggunakan alat analisis Gender 
Analysis Pathway (GAP) sebagaimana yang 
ada dalam contoh. Dengan telah 
teridentifikasinya isu kesenjangan gender yang 
ada pada level output, informasi yang di dapat 
kemudian dimasukkan ke dalam dokumen 
GBS.  
 Dalam pembahasan mengenai strategi 
pengarusutamaan gender ini, ada beberapa hal 
yang perlu diingat, antara lain : 
a. Strategi pengarusutamaan gender 
merupakan proses teknis sekaligus 
politis. 
b. Analisis gender dilakukan pada setiap 
tahapan proses pembangunan, baik 
dalam proses perencanaan, 
pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi 
dari seluruh kebijakan, program, 
proyek dan kegiatan yang dilakukan. 
c. Strategi Pengarusutamaan Gender 
bukanlah sebuah tujuan, tetapi semata 
alat untuk mencapai kesetaraan gender. 
3.3 Pemantauan dan Evaluasi, Advokasi 
dan Kurikulum Pengarusutamaan 
yang Responsif Gender 
 Monitoring adalah salah satu 
komponen pokok dalam manajemen untuk 
memantau, mengendalikan dan melaporkan 
pelaksanaan program serta kegiatan yang telah 
dirumuskan sebelumnya agar efektif dan 
efesien. Sedangkan evaluasi adalah salah satu 
komponen dari kegiatan penyelenggaraan 
manajemen program yaang secara sistematis 
mengumpulkan dan menganalisis data maupun 
informasi untuk menilai kelayakan serta 
pencapaian sasaran dan tujuan program, baik 
pada tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun 
setelahnya.
13
 
 Monitoring dan evaluasi yang 
dilakukan harus memperhatikan aspek gender. 
Hal ini dimaksudkan untuk menilai kemajuan 
serta menggali hambatan pelaksanaan 
program, dan menentukan sampai dimana 
tujuan maupun sasaran telah dicapai 
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berdasarkan indikator-indikator gender yang 
telah ditentukan terlebih dahulu. Selain itu, 
evaluasi program yang berspektif gender 
dimaksudkan untuk membantu mengkaji 
implikasi program tersebut terhadap laki-laki 
dan perempuan. Evaluasi program yang 
berperspektif gender dilakukan dengan 
menganalisis indikator-indikator gender untuk 
menjawabapakah program dan kegiatan yang 
sedang dan sudah dilaksanakan tersebut 
memberikan dampak yang berakibat 
memperkecil kesenjangan gender atau justru 
memperlebar kesenjangan atau tetap 
mempertahankan keadaan seperti semula. 
 Indikator keberhasilan advokasi 
anggaran responsif gender yang dilakukan 
adalah sejauh mana terjadi perubahan pada 
APBD menjadi lebih berpihak kepada 
kepentingan masyarakat dan 
mengakomodasikan kebutuhan yang berbeda 
antara kelompok masyarakat yang tercermin 
pada program-program yang ada dan besar 
anggarannya. Di sini, akan terlihat bahwa 
partisipasi dan transparansi adalah sarana 
untuk mencapai tujuan advokasi dan bukanlah 
advokasi itu sendiri. 
 
III. PENUTUP 
A. Kesimpulan 
1. Berdasarkan uraian yang dikemukakan 
di atas maka dalam tulisan ini dapat 
disimpulkan bahwa kedudukan gender 
pada dasarnya telah diakui 
keberadaannya dalam SKPD. Aspek 
hukum yang timbul dalam pelaksanaan 
masih belum diterapkan pemerintah. 
Bahkan hanya sebagian SKPD saja 
yang melaksanakan program dalam 
pengarusutamaan gender. Adanya 
perencanaan dan penganggaran serta 
evaluasi dari tiap SKPD yang terkait 
pun masih minim. 
2. Namun dengan hadirnya Instruksi 
Gubernur Nomor: 
188.54/207/Bappeda-G.ST/2011 
tentang Implentasi Pernyataan Belanja 
Gender. Dalam penerapan konsep 
PPRG dapat dilihat pada analisis 
gender yang dilakukan pada setiap 
tahapan proses pembangunan baik 
dalam proses perencanaan, 
pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi 
dari seluruh kebijakan program, 
proyek, dan kegiatan yang dilakukan. 
Strategi pengarusutamaan gender 
bukanlah sebuah tujuan, tetapi semata 
alat untuk mencapai kesetaraan gender. 
Titik krusial dalam konsep ini, adanya 
penyusunan program pembangunan 
yang melibatkan kesetaraan gender. 
Untuk penerapan instruksi gubernur di 
ruang lingkup 3 SKPD masih dalam 
tahap pelaksanaan agar responsif.  
B. Saran 
1. Diharapkan untuk memberikan 
sosialisasi mengenai 
pentingnya kesetaraan gender 
dalam pendidikan secara rutin 
dan menyeluruh di setiap 
SKPD dengan tujuan dapat 
meningkatkan pemahaman 
guru terhadap kesetaraan 
gender dan kebijakan 
pengarusutamaan gender. 
Dengan pemahaman yang baik, 
diharapkan juga akan 
berpengaruh baik pula terhadap 
perilaku pengimplementasian 
kebijakan pengarusutamaan. 
Sehingga tujuan dari adanya 
kebijakaan pengarusutamaan di 
bidang pendidikan akan 
terlaksana dengan baik.  
2. Penelitian ini ditemukan 
beberapa kekurangan seperti 
dalam menyusun teori maupun 
penentuan sampel. Hasil 
penelitian pun membuktikan 
bahwa sikap kesetaraan gender. 
Untuk itu perlu adanya 
penelitian lebih lanjut tentang 
faktor lain yang dipengaruhi 
perilaku pengimplementasian 
kebijakan pengarusutamaan. 
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